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Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI ACEH SELATAN,
bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimal belanjarumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Selatan yang telah diatur dalam
Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 69 Tahun 2017
tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dan
melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Oanun
Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, maka
perlu mengatur kembali Belanja Rumah Tangga PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan dalam
suatu Peraturan Bupati:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati AcehSelatan tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan:

b.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupatendalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092):
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah IstimewaAceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3893):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

3.
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10.

11

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322): |

.Oanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh
Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan
Nomor 2),
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut
Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi Aceh
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh
seorang Bupati Aceh Selatan.
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan
perangkat daerah kabupaten.
Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil.
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Aeer-Seclatam.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah Kabupaten Aceh
Selatan yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua
DPRK Aceh Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sekretariat DPRK adalah Perangkat Daerah Kabupaten
yang menyelengggarakan urusan pemerintahan kabupaten
di bidang administrasi kesekretariatan dan mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK.
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Selatan
yang ditetapkan dengan Oanun Kabupaten Aceh Selatan.

11. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK adalah tunjangan
kesejahteraan bagi Pimpinan DPRK Aceh Selatan yang
disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK Aceh Selatan.

BAB II

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN

Pasal 2

(1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRK disediakan dalam
rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang Pimpinan DPRK.

(2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal
rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan Kabupaten.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam
program dan kegiatan Sekretariat DPRK. |

(4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan
Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 3

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBK pada
Sekretariat DPRK.

BAB III

BESARAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRK

Pasal 4

Besaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRK adalah sebagai
berikut:
a. besaran belanja rumah tangga Ketua DPRK, maksimum

Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per bulan: dan
b. besaran belanja rumah tangga Wakil Ketua DPRK,

maksimum Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
per bulan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Aceh Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Belanja
Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2017 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal #0 Desember 2021 M

6 Jyriadil Awal 1443 H
BUPATI ELATAN,

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2021 M

26 Jumadil Awal 1443 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

SYAZALIS
BERITA DAERAH ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR “4BUPAT
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